
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT 
TUGAS  : Membantu  Bupati  dalam melaksanakan   fungsi   

penunjang   urusan   pemerintahan dalam pengawasan 
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, 
melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan 
pemerintahan  daerah  kabupaten  dan  pelaksanaan 
urusan pemerintahan di kecamatan dan 
desa/kelurahan. 

FUNGSI : 1) perumusan  kebijakan  daerah  bidang  
pengawasan  dan fasilitasi pengawasan; 

  2) penetapan  kebijakan  teknis  bidang  pengawasan  
dan fasilitasi pengawasan; 

  3) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja 
dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 

  4) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu 
atas penugasan; 

  5) penyusunan laporan hasil pengawasan; 
  6) pelaksanaan administrasi inspektorat; 
  7) pemeriksaan atas laporan dan pengaduan 

masyarakat;dan 
  8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan 

oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

NO 
TUJUAN DAN 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

PENJELASAN 
(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi 
Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber 
Data) 

1 2 3 4 

1. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap manajemen pemerintahan. 

1.1. Meningkatnya 
kualitas 
pengawasan 
terhadap 
manajemen 
pemerintahan 

1) Persentase 
hasil 
pelaksanaan 
pembinaan 
dan 
pengawasan 
Aparat 
Pengawas 
Internal 
Pemerintah  
(APIP). 

 Alasan Pemilihan Indikator: 
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi 
kinerja inspektorat menjalankan fungsi 
pengawasan terhadap perangkat daerah 
dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan 
barang daerah maupun pengelolaan SDM. 

 Formulasi Pengukuran : 
(Jumlah laporan hasil pemeriksaan : 
jumlah PKPT) X 100 %. 

 Tipe Perhitungan: 
Non Komulatif 

 Sumber Data : 
Inspektorat 

  2) Tingkat 
Maturitas 
SPIP 

 Alasan Pemilihan Indikator: 
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi 
kinerja Inspektorat dalam penerapan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) ditingkat organisasi perangkat 
daerah. 

 Formulasi Pengukuran: 
Hasil Evaluasi BPKP terhadap tingkat 
Maturitas  SPIP di Kabupaten Sragen. 

 Tipe Perhitungan: 
Non Komulatif 

 Sumber Data: 
Inspektorat 



  3) Persentase 
PD yang 
hasil 
evaluasi 
Laporan 
Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 
(LKj IP)  
nya 
minimal B. 

 Alasan Pemilihan Indikator: 
Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi 
kinerja Inspektorat menjalankan fungsi 
pengawasan internal yaitu mereviu 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LkjIP) Perangkat Daerah se-Kabupaten 
Sragen.    

 Formulasi Pengukuran: 
(Jumlah PD yang hasil LKjIP nya minimal B : 
jumlah PD yang dievaluasi) X 100 % 

 Tipe Perhitungan: 
Non Komulatif 

 Sumber Data: 
Inspektorat 

  4) Persentase 
Rekomendasi 
temuan hasil  
pemeriksaan 
aparat 
pengawas 
fungsional 
internal dan 
eksternal 
yang  
ditindak 
lanjuti. 

 Alasan Pemilihan Indikator: 
Indikator ini dipilih untuk mengukur 
kinerja Inspektorat dalam menjalankan 
fungsi pengawasan yaitu tindaklanjut PD 
atas rekomendasi hasil pemeriksaan 
internal dan eksternal. 

 Formulasi Pengukuran: 
(Jumlah rekomendasi temuan Aparat 
Pengawas internal dan eksternal yang 
ditindak lanjuti : jumlah rekomendasi 
temuan aparat pengawas internal dan 
eksternal)  X 100 %. 

 Tipe Perhitungan: 
Komulatif 

 Sumber Data: 
Inspektorat 

  5) Persentase 
aduan 
masyarakat 
atas 
layanan 
publik yang 
ditindak 
lanjuti. 

 Alasan Pemilihan Indikator: 
Indikator ini dipilih untuk mengukur 
kinerja Inspektorat dalam peningkatan 
pelayanan atas pengaduan masyarakat 
terhadap proses pembangunan dan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.   

 Formulasi Pengukuran: 
(Jumlah kasus yang ditindaklanjuti: jumlah 
kasus yang diterima Inspektorat )X 100%. 

 Tipe Perhitungan: 
Non Komulatif 

 Sumber Data: 
Inspektorat 

  6) Kapabilitas 
Aparat 
Pengawas 
Internal 
Pemerintah  
(APIP) 

 Alasan Pemilihan Indikator: 
Indikator ini dipilih untuk meningkatkan 
kapabilitas    Aparatur    Pengawas    
Intern Pemerintah dalam pendidikan dan 
latihan pengembangan profesi. 

 Formulasi Pengukuran: 
Hasil evaluasi BPKP terhadap tingkat 
Kapabilitas Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah. 

 Tipe Perhitungan: 
Non Komulatif 

 Sumber Data: 
Inspektorat 

 


